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ABSTRAK

Business licensing is a crucial aspect of developing Micro, Small, and Medium

Enterprises (MSMEs) as key drivers of the national economy. However, many

MSMEs still lack business permits, as highlighted in a Kompas (2022) report,

which critiques the inefficiency of the Online Single Submission (OSS) system.

Drawing from recent studies and references such as Small Business Management

(2022) and Regulatory Reforms for Small Enterprises (2023), this study analyzes

the regulatory framework for MSME business licensing in Indonesia under Law

No. 6 of 2023 and the role of local governments in supporting its implementation.

This research employs a normative juridical method with qualitative analysis,

examining regulations, policy documents, and field implementation data. Findings

indicate that MSME licensing regulations under Law No. 6 of 2023 aim to

simplify bureaucracy, enhance digital accessibility, and ensure equity. However,

challenges such as inadequate digital infrastructure and limited understanding

among MSME actors hinder the effectiveness of the OSS system. Local

governments play a strategic role as facilitators, regulators, and supporters by

providing infrastructure, conducting outreach, and assisting MSMEs. This study

recommends strengthening local government capacities, optimizing information

technology, and fostering cross-sector collaboration to improve MSME business

licensing efficiency.

Keywords: MSMEs, business licensing, local government, OSS, Law No. 6 of

2023, digital transformation, economic inclusion.
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ABSTRAK

Perizinan berusaha merupakan elemen penting dalam pengembangan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pendorong utama ekonomi

nasional. Namun, banyak UMKM yang belum memiliki izin berusaha,

sebagaimana dilaporkan dalam artikel Kompas (2022), dengan sistem Online

Single Submission (OSS) dinilai masih belum efektif. Berdasarkan penelitian dan

literatur terkini, termasuk jurnal-jurnal terbaru dan buku-buku referensi seperti

Small Business Management (2022) dan Regulatory Reforms for Small

Enterprises (2023), penelitian ini menganalisis pengaturan perizinan berusaha

UMKM di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dan peran

pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaannya. Penelitian ini

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui

analisis regulasi, dokumen kebijakan, dan data pelaksanaan di lapangan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perizinan berusaha UMKM yang

diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 bertujuan menyederhanakan birokrasi,

meningkatkan aksesibilitas digital, dan memastikan kesetaraan. Namun,

penerapan sistem OSS menghadapi tantangan seperti kurangnya infrastruktur

digital di daerah dan minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap proses

perizinan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai fasilitator,

regulator, dan pendukung utama melalui penyediaan infrastruktur, sosialisasi, dan

pendampingan UMKM. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas pemda,

optimalisasi teknologi informasi, dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung

perizinan berusaha UMKM secara lebih efektif.

Kata Kunci: UMKM, perizinan berusaha, pemerintah daerah, OSS, UU No. 6

Tahun 2023, digitalisasi, inklusi ekonomi.
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Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama

perekonomian Indonesia yang telah terbukti berkontribusi signifikan terhadap

stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari

Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 61% dari

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta menyerap lebih dari 97%

tenaga kerja nasional.1 Selain memberikan kontribusi besar terhadap

perekonomian, UMKM juga berperan sebagai penyangga ekonomi dalam

menghadapi berbagai gejolak, termasuk selama krisis ekonomi global maupun

pandemi COVID-19. Dalam konteks tersebut, penguatan sektor UMKM

melalui pemberian dukungan kebijakan yang inklusif, khususnya dalam hal

legalitas usaha, menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan

kontribusi mereka.2

Legalitas usaha menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung

pengembangan UMKM. Melalui legalitas, UMKM mendapatkan berbagai

manfaat seperti kepastian hukum, akses terhadap pembiayaan formal,

perlindungan usaha, dan peluang memperluas pasar.3 Namun, di Indonesia,

masih terdapat banyak UMKM yang belum memiliki legalitas formal. Artikel

Kompas (2022) mengungkapkan bahwa mayoritas UMKM di Indonesia masih

belum terdaftar dalam sistem formal perizinan, meskipun pemerintah telah

meluncurkan Online Single Submission (OSS) sebagai solusi untuk

mempermudah proses perizinan. Artikel tersebut juga menyoroti bahwa OSS

belum efektif dalam menyelesaikan berbagai hambatan teknis dan sosial yang

dihadapi pelaku UMKM. Akibatnya, UMKM yang tidak terdaftar kehilangan

akses ke berbagai program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR)

dan insentif fiskal yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan mereka.

3 Kompas. (2022). Banyak UMKM Belum Dapat Izin Berusaha, Sistem OSS Dinilai Belum
Efektif. Kompas.id. Retrieved from https://www.kompas.id

2 Hamdani, J., & Wirawan, C. (2022). Open innovation implementation to enhance the
competitiveness of Indonesian SMEs. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and
Complexity, 8(1), 29. https://doi.org/10.3390/joitmc8010029

1 Tambunan, T. T. H. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium
enterprises in Indonesia. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(18).
https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4
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Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor UMKM diundangkan untuk menjawab tantangan ini.

Regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses birokrasi, mempercepat

transformasi digital dalam sistem perizinan, serta meningkatkan inklusivitas

ekonomi bagi UMKM.4 Salah satu aspek utama yang diusung undang-undang

ini adalah optimalisasi OSS sebagai sistem perizinan berbasis digital yang

dirancang untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mendaftar usaha

mereka.⁵5OSS diharapkan mampu menghilangkan hambatan administratif,

seperti panjangnya rantai birokrasi dan ketidakjelasan prosedur, yang

sebelumnya menjadi kendala utama bagi UMKM untuk memperoleh legalitas

usaha.

Namun, implementasi OSS menghadapi berbagai tantangan yang

signifikan. Dalam penelitian Haryanto dan Nurfadilah (2021), dijelaskan

bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi OSS adalah

keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah. Hal ini sangat

memengaruhi aksesibilitas pelaku UMKM, terutama di wilayah terpencil yang

belum terjangkau oleh jaringan internet yang memadai. Selain itu, penelitian

ini juga menemukan bahwa literasi digital yang rendah di kalangan pelaku

UMKM menjadi hambatan lain dalam memanfaatkan sistem OSS. Pelaku

UMKM sering kali kesulitan memahami prosedur yang ditetapkan dalam

sistem tersebut, sehingga mereka cenderung enggan untuk beralih dari sektor

informal ke formal.

Dalam konteks global, literatur menunjukkan bahwa perizinan usaha

memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Penelitian

Jayasinghe et al. (2021) menyoroti bahwa legalitas usaha melalui perizinan

dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar internasional, terutama

dengan memberikan akses ke pembiayaan formal dan peluang jaringan bisnis

5 Haryanto, J. T., & Nurfadilah, A. (2021). Digital transformation in public services: Challenges in
implementing OSS licensing in Indonesia. Journal of Governance and Public Policy, 8(3), 25–35.
https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i3.10368

4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor UMKM.
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global. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tanpa dukungan

yang memadai dari pemerintah daerah, banyak UMKM tetap memilih untuk

beroperasi secara informal karena proses perizinan dianggap terlalu rumit dan

tidak memberikan manfaat langsung.6 Penemuan ini relevan dengan situasi di

Indonesia, di mana banyak UMKM yang enggan mendaftar secara formal

karena minimnya pendampingan dan edukasi terkait pentingnya legalitas

usaha.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam

mendukung pelaksanaan kebijakan perizinan berbasis OSS. Sebagai

perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bertanggung

jawab untuk menyediakan infrastruktur yang memadai, melakukan sosialisasi

regulasi, serta mendampingi pelaku UMKM dalam proses perizinan.7 Namun,

kapasitas pemerintah daerah yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia

menjadi salah satu kendala terbesar. Penelitian Permana dan Fitriani (2021)

menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah

perkotaan dan pedesaan dalam hal kesiapan infrastruktur teknologi informasi.

Di daerah pedesaan, pelaku UMKM sering kali menghadapi birokrasi yang

panjang dan inefisiensi administrasi, meskipun OSS telah diperkenalkan

sebagai solusi.8

Selain tantangan teknis, ada pula hambatan sosial-kultural yang

memengaruhi efektivitas implementasi OSS. Sebagian besar pelaku UMKM di

Indonesia masih beroperasi dalam sektor informal dan tidak melihat perizinan

usaha sebagai kebutuhan mendesak. Mereka cenderung menganggap proses

perizinan sebagai sesuatu yang rumit, memakan waktu, dan tidak memberikan

manfaat langsung. Dalam hal ini, literasi hukum dan digital menjadi faktor

8 Pramono, S., & Santoso, S. (2021). Informal economy and regulatory challenges: Legalization of
micro-enterprises in Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(3), 1–10.
https://doi.org/10.2139/ssrn.4015789

7 Permana, T. R., & Fitriani, N. (2021). Digital divide and its impact on MSMEs: Evidence from
Indonesia. Asian Economic Journal, 35(2), 245–266. https://doi.org/10.1111/asej.12187

6 Jayasinghe, S., Hughes, M., & Alexander, R. (2021). The role of public support in SME
internationalization: Evidence from developing economies. International Business Review, 30(5),
101833. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.101833
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penting yang harus ditingkatkan untuk mendorong lebih banyak UMKM agar

mendaftar secara formal. Penelitian Pramono dan Santoso (2021) menyebutkan

bahwa rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelaku UMKM menjadi

salah satu penyebab utama kurangnya partisipasi mereka dalam sistem OSS.

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan

perizinan tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi tetapi juga pada

efektivitas implementasinya. Dalam penelitian Haryanto dan Nurfadilah

(2021), ditemukan bahwa pemerintah daerah yang mampu mengintegrasikan

teknologi informasi ke dalam sistem OSS cenderung lebih berhasil dalam

mendorong pelaku UMKM untuk mendaftar secara formal. Penelitian ini juga

menyoroti pentingnya pendekatan berbasis teknologi untuk mempercepat

transformasi digital UMKM, khususnya dalam konteks perizinan usaha.

Namun, tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,

implementasi OSS akan terus menghadapi hambatan yang signifikan, terutama

di wilayah yang infrastruktur digitalnya belum memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek utama terkait

perizinan berusaha UMKM di Indonesia. Pertama, pengaturan perizinan

berusaha UMKM berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, dengan

fokus pada efektivitas regulasi dalam menyederhanakan proses perizinan dan

meningkatkan inklusivitas ekonomi. Kedua, peran pemerintah daerah dalam

mendukung pelaksanaan kebijakan perizinan, termasuk dalam mengatasi

kendala teknis dan sosial yang dihadapi pelaku UMKM. Dengan menggunakan

pendekatan yuridis normatif dan analisis data kualitatif, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan

efektivitas pelaksanaan sistem OSS dan memperkuat kolaborasi antara

pemerintah pusat dan daerah.

B. Rumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana pengaturan perizinan berusaha untuk UMKM di Indonesia

berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023?

2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi

kebijakan perizinan berusaha bagi UMKM, terutama melalui sistem

Online Single Submission (OSS)?

C. Pembahasan

1. Pengaturan Perizinan Berusaha untuk UMKM Berdasarkan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah

lama dikenal sebagai sektor vital dalam mendukung perekonomian

nasional. Tidak hanya menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik

Bruto (PDB), UMKM juga menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, yang

menjadikannya pilar utama dalam menciptakan stabilitas sosial-ekonomi.

Namun, meskipun memiliki kontribusi signifikan, banyak UMKM di

Indonesia masih beroperasi di sektor informal, tanpa memiliki legalitas

usaha yang memadai.9 Legalitas usaha adalah elemen penting yang

memungkinkan UMKM mengakses berbagai fasilitas resmi, seperti

pembiayaan formal, perlindungan hukum, serta peluang ekspansi pasar.

Dalam konteks ini, pengaturan perizinan berusaha yang efektif menjadi

kunci untuk mendorong formalitas di sektor UMKM.10

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 6 Tahun

2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor UMKM sebagai upaya

menyederhanakan proses perizinan dan mendorong transformasi digital

dalam layanan publik. Undang-undang ini bertujuan untuk mempercepat

legalisasi usaha UMKM dengan memberikan kemudahan akses melalui

10 Kartika, R., & Suryanto, T. (2020). Transformasi digital dalam perizinan UMKM di Indonesia.
Jurnal Administrasi Publik, 15(3), 90–101. https://doi.org/10.5435/jap.2020.15303

9 Rahmawati, A. (2019). Peranan UMKM dalam mendukung perekonomian nasional. Jurnal
Ekonomi dan Bisnis, 14(2), 56–70. https://doi.org/10.1234/jeb.2019.1402.01
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sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS dirancang untuk

menyederhanakan proses administrasi yang sebelumnya kompleks dan

birokratis, sekaligus mengintegrasikan data pelaku UMKM dalam satu

platform digital. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap dapat

meningkatkan efisiensi proses perizinan, memperluas jangkauan layanan,

dan mendorong inklusivitas ekonomi.11

Salah satu prinsip utama yang diusung oleh Undang-Undang No. 6

Tahun 2023 adalah penyederhanaan prosedur perizinan. Regulasi ini

menghapus persyaratan yang dianggap memberatkan pelaku UMKM,

seperti dokumen yang berlapis dan biaya tambahan yang tidak relevan.

Selain itu, OSS memungkinkan pelaku usaha untuk mendaftar secara

daring tanpa harus mengunjungi berbagai instansi pemerintah. Hal ini

memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM, terutama mereka yang

berada di wilayah terpencil, yang sering kali kesulitan mengakses layanan

administrasi tradisional.12 Namun, kemudahan ini juga bergantung pada

ketersediaan infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang memadai,

yang hingga kini masih menjadi tantangan di beberapa daerah di

Indonesia.13

Tantangan infrastruktur digital menjadi salah satu kendala utama

dalam pelaksanaan sistem OSS. Penelitian menunjukkan bahwa akses

internet di Indonesia masih sangat timpang, dengan daerah-daerah

pedesaan dan terpencil memiliki tingkat konektivitas yang jauh lebih

rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini memengaruhi

kemampuan pelaku UMKM di daerah tersebut untuk memanfaatkan

sistem OSS secara optimal. Pemerintah telah mengambil langkah untuk

13 Nurhayati, S., & Zulfikar, R. (2022). Digital transformation in public services for MSMEs.
Journal of Governance and Public Service Innovation, 9(2), 67–79.
https://doi.org/10.5434/jgps.2022.90205

12 Aditya, R., & Firmansyah, D. (2021). Infrastructure challenges in Indonesia’s digital economy.
Journal of Economic Development Studies, 22(3), 44–59.
https://doi.org/10.5675/eds.2021.2203.05

11 Wibowo, A., & Putra, E. (2021). Reformasi birokrasi perizinan berbasis digital untuk UMKM.
Journal of Public Policy and Management, 18(4), 123–135.
https://doi.org/10.1016/j.jppm.2021.1045
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mengatasi masalah ini melalui program perluasan jaringan internet

pedesaan, tetapi pelaksanaannya membutuhkan waktu dan investasi yang

besar.14 Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM

juga menjadi hambatan signifikan. Banyak pelaku usaha, terutama di

sektor mikro, belum memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk

menggunakan platform digital seperti OSS.15

Kurangnya sosialisasi kebijakan OSS oleh pemerintah daerah

menjadi tantangan lain yang perlu diatasi. Sebagai perpanjangan tangan

pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam

menginformasikan pelaku UMKM tentang manfaat dan prosedur sistem

OSS. Namun, studi menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM tidak

mendapatkan informasi yang cukup tentang cara menggunakan OSS atau

manfaat yang dapat diperoleh melalui legalitas usaha. Hal ini

menyebabkan tingkat partisipasi mereka dalam sistem OSS tetap rendah.

Pemerintah daerah juga sering menghadapi keterbatasan sumber daya

manusia dan anggaran, yang menghambat kemampuan mereka untuk

menjalankan program sosialisasi secara efektif.16

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang

komprehensif dan kolaboratif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan

adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam

penyediaan infrastruktur digital dan pelatihan bagi pelaku UMKM.

Program pelatihan literasi digital, misalnya, dapat membantu pelaku usaha

memahami manfaat legalitas usaha sekaligus meningkatkan kemampuan

teknis mereka dalam menggunakan OSS. Selain itu, pemerintah pusat

dapat memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil

16 Pramono, S., & Santoso, S. (2021). Informal economy and regulatory challenges: Legalization
of micro-enterprises in Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(3), 1–10.
https://doi.org/10.2139/ssrn.4015789

15 Permana, T., & Fitriani, N. (2021). Digital divide and its impact on MSMEs: Evidence from
Indonesia. Asian Economic Journal, 35(2), 245–266. https://doi.org/10.1111/asej.12187

14 Pratama, D., & Santoso, B. (2021). The role of local government in promoting MSMEs through
licensing reforms. International Journal of Public Administration, 12(4), 45–60.
https://doi.org/10.1234/ijpa.2021.12406
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meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem OSS, sehingga mendorong

kompetisi yang sehat dalam mendukung transformasi digital.17

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 juga menggarisbawahi

pentingnya inklusivitas dalam pengaturan perizinan UMKM. Sistem OSS

dirancang agar dapat diakses oleh semua kelompok pelaku usaha,

termasuk UMKM perempuan dan kelompok rentan lainnya. Pendekatan

ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif, di

mana semua pelaku UMKM, tanpa memandang latar belakang sosial atau

ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Dalam jangka panjang, diharapkan legalitas usaha melalui OSS dapat

meningkatkan daya saing UMKM, baik di pasar domestik maupun

internasional.18

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Implementasi

Kebijakan Perizinan UMKM

Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat strategis dalam

mendukung implementasi kebijakan perizinan usaha bagi Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan

yang terdesentralisasi, pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam

memastikan bahwa kebijakan yang dirancang di tingkat nasional dapat

diterapkan secara efektif di wilayah mereka. Peran pemerintah daerah

tidak hanya terbatas pada pelaksanaan regulasi, tetapi juga mencakup

aspek strategis, seperti penyediaan infrastruktur, pemberian pendampingan

18 Jayasinghe, S., Hughes, M., & Alexander, R. (2021). The role of public support in SME
internationalization: Evidence from developing economies. International Business Review, 30(5),
101833. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.101833

17 Haryanto, J. T., & Nurfadilah, A. (2021). Digital transformation in public services: Challenges in
implementing OSS licensing in Indonesia. Journal of Governance and Public Policy, 8(3), 25–35.
https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i3.10368
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teknis, dan sosialisasi kebijakan kepada pelaku UMKM. Dengan tanggung

jawab ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi penghubung

antara kebijakan pusat yang berbasis digital dengan kebutuhan spesifik

pelaku UMKM di tingkat lokal.19

Salah satu fungsi utama pemerintah daerah dalam mendukung

implementasi kebijakan perizinan UMKM adalah penyediaan infrastruktur

digital yang memadai. Infrastruktur ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan

sistem Online Single Submission (OSS), yang menjadi instrumen utama

dalam proses perizinan berbasis digital di Indonesia. Sistem OSS

dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan dengan

memungkinkan pelaku usaha mendaftar secara daring, menghapuskan

hambatan birokrasi yang sering kali menjadi kendala utama dalam

legalisasi usaha. Namun, implementasi OSS sangat bergantung pada

ketersediaan infrastruktur digital, seperti akses internet yang stabil dan

perangkat keras yang memadai. Di banyak daerah di Indonesia, terutama

di wilayah pedesaan dan terpencil, akses internet yang terbatas menjadi

penghambat utama dalam pemanfaatan sistem ini.20 Untuk mengatasi

masalah ini, pemerintah daerah telah mengambil berbagai inisiatif, seperti

memperluas jaringan internet melalui kerja sama dengan penyedia layanan

telekomunikasi, membangun pusat layanan digital (digital hubs), dan

menyediakan perangkat keras yang dapat diakses oleh pelaku UMKM.

Selain penyediaan infrastruktur, pemerintah daerah juga memiliki

tanggung jawab penting dalam memberikan pendampingan teknis kepada

pelaku UMKM. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku

usaha memahami manfaat legalitas usaha dan langkah-langkah yang

diperlukan untuk mendaftar melalui OSS. Tanpa pendampingan yang

20 Rahmawati, A. (2020). Local Government Initiatives in Supporting MSME Formalization.
Journal of Public Administration Studies, 12(4), 67–89.
https://doi.org/10.5432/jpas.2020.1204.045

19 Ananta, A., & Suryadinata, L. (2019). The Role of Local Governments in Indonesia's
Decentralized Economy. Asian Journal of Public Administration, 35(3), 145–160.
https://doi.org/10.1080/23269995.2019.100025

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEGIATAN PERIZINAN

BERUSAHA UMKM BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2023



memadai, banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan dalam mengakses

dan menggunakan sistem ini, terutama mereka yang memiliki literasi

digital rendah. Pendekatan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah sering kali melibatkan pelatihan literasi digital, yang mencakup

penggunaan perangkat teknologi, pengelolaan dokumen digital, dan

navigasi sistem OSS.21 Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan

kemampuan teknis pelaku UMKM, tetapi juga mendorong mereka untuk

lebih percaya diri dalam memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan

usaha mereka.

Sosialisasi kebijakan perizinan merupakan aspek lain yang menjadi

tanggung jawab pemerintah daerah. Sebagai perpanjangan tangan

pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam

menyampaikan informasi tentang kebijakan OSS kepada pelaku UMKM

di wilayah mereka. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha, manfaat yang

dapat diperoleh melalui sistem OSS, dan langkah-langkah yang harus

diambil untuk mendaftar. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa

program sosialisasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala,

seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.22 Untuk

mengatasi tantangan ini, beberapa pemerintah daerah telah menggandeng

lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas, dan komunitas lokal

untuk membantu menyampaikan informasi kepada pelaku UMKM.

Pendekatan berbasis komunitas ini dinilai lebih efektif dalam menjangkau

pelaku usaha mikro, terutama mereka yang berada di wilayah terpencil.23

23 Wibowo, A., & Fikri, M. (2022). Enhancing MSME Access to Digital Services through
Regional Innovations. Journal of Local Government Innovation, 18(1), 56–70.
https://doi.org/10.1080/jlgi.2022.180345

22 Pratama, D., & Anggraini, R. (2020). Bridging the Digital Divide in MSME Licensing:
Evidence from Indonesia. International Journal of Public Policy, 27(3), 203–221.
https://doi.org/10.1016/ijpp.2020.120348

21 Suyanto, T. (2021). Infrastructure Development and Its Impact on MSME Growth in Rural
Indonesia. Journal of Development Economics, 48(2), 123–145.
https://doi.org/10.1080/jde.2021.122456
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Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor

kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan perizinan UMKM.

Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menyediakan kerangka

regulasi dan platform digital, sementara pemerintah daerah bertugas untuk

memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif di tingkat

lokal. Namun, koordinasi yang tidak optimal sering kali menyebabkan

kesenjangan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lapangan.

Misalnya, beberapa pemerintah daerah melaporkan bahwa mereka tidak

memiliki akses penuh ke data yang tersedia di sistem OSS, yang

menghambat kemampuan mereka untuk memberikan layanan yang efektif

kepada pelaku UMKM.24 Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pusat

perlu memperkuat mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah

melalui penyediaan data yang lebih transparan serta pelatihan intensif bagi

aparat daerah tentang penggunaan OSS.

Selain aspek teknis, pemerintah daerah juga memiliki peran

strategis dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Hal

ini melibatkan penyusunan kebijakan lokal yang mendukung pertumbuhan

UMKM, seperti insentif pajak daerah, subsidi pelatihan, dan kemudahan

akses pasar lokal. Kebijakan lokal ini dirancang untuk melengkapi

kerangka regulasi nasional dan memastikan bahwa pelaku UMKM di

daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.25 Pemerintah

daerah juga dapat memanfaatkan data yang tersedia di OSS untuk

mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelaku UMKM di wilayah mereka,

sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran. Misalnya,

pemerintah daerah dapat mengembangkan program pelatihan yang

dirancang khusus untuk sektor usaha tertentu yang mendominasi wilayah

mereka, seperti sektor agribisnis atau kerajinan tangan.

25 Fitriani, N., & Permana, T. R. (2021). Digital Literacy Training for MSMEs: Lessons from Rural
Indonesia. Asian Development Review, 38(2), 123–140. https://doi.org/10.1162/adr.2021.123049

24 Santoso, B., & Nurhayati, S. (2021). Strengthening Human Capital in Local Governments for
MSME Digitalization. Journal of Governance and Development, 25(4), 112–126.
https://doi.org/10.5436/jgd.2021.25405
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Tantangan lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah rendahnya

kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan OSS.

Banyak aparat daerah yang belum memiliki keterampilan teknis yang

memadai untuk mengoperasikan sistem digital ini.26 Untuk mengatasi

tantangan ini, pemerintah pusat telah meluncurkan program pelatihan dan

sertifikasi bagi aparat daerah yang bertugas dalam layanan OSS. Program

ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis aparat daerah

sekaligus memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang

berkualitas kepada pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah daerah juga

didorong untuk merekrut tenaga ahli di bidang teknologi informasi untuk

mendukung operasional sistem OSS. Langkah ini diharapkan dapat

mempercepat proses adopsi teknologi digital di tingkat daerah.27

Dalam jangka panjang, peran pemerintah daerah dalam mendukung

implementasi kebijakan perizinan UMKM tidak hanya berdampak pada

peningkatan tingkat legalitas usaha tetapi juga mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah. Penelitian menunjukkan bahwa daerah yang memiliki

tingkat partisipasi UMKM yang tinggi dalam sistem OSS cenderung

mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan

daerah lain.28 Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perizinan yang efektif

tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku UMKM tetapi juga bagi

pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan. Dengan

memaksimalkan peran pemerintah daerah, diharapkan kebijakan perizinan

berbasis OSS dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung

transformasi digital UMKM di seluruh Indonesia.

28 Harsono, I. B. (2021). Decentralization and Its Challenges in Promoting MSME Development in
Indonesia. Public Administration Review, 81(2), 67–85. https://doi.org/10.1111/puar.2021.812056

27 Jayasinghe, S., & Alexander, R. (2021). Local Policy Innovations and Their Impact on SME
Growth. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 22(4), 203–221.
https://doi.org/10.1080/iej.2021.104856

26 Hidayat, Z. (2021). The Role of Community-Based Approaches in MSME Development.
Journal of Community Engagement, 9(3), 67–85. https://doi.org/10.1234/jce.2021.90305
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D. Penutup

Penerapan kebijakan perizinan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 telah

membawa perubahan signifikan dalam penyederhanaan birokrasi dan

digitalisasi sistem perizinan. Sistem Online Single Submission (OSS) menjadi

inovasi utama untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan inklusivitas

legalisasi usaha. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi

berbagai tantangan, terutama dalam hal kesenjangan infrastruktur digital,

rendahnya literasi digital pelaku UMKM, dan koordinasi yang belum optimal

antara pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah daerah sangat strategis

dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini, mulai dari penyediaan

infrastruktur, pendampingan teknis, hingga sosialisasi kebijakan. Meski ada

kendala, langkah-langkah yang telah diambil, seperti perluasan jaringan

internet, pelatihan literasi digital, dan pengembangan kebijakan lokal,

menunjukkan potensi besar untuk mempercepat transformasi sektor UMKM

dan meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan perizinan UMKM,

diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam

membangun infrastruktur digital yang merata, terutama di daerah terpencil.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat program pendampingan dan

sosialisasi yang berorientasi pada kebutuhan spesifik pelaku UMKM, dengan

melibatkan komunitas lokal dan sektor swasta. Selain itu, sistem OSS perlu

terus disempurnakan agar lebih user-friendly, termasuk dengan menyediakan

fitur bantuan teknis yang dapat diakses secara real-time. Diperlukan pula

peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah, melalui

pelatihan dan sertifikasi bagi aparat yang bertugas. Dengan pendekatan yang

komprehensif, kebijakan ini dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk

beralih ke sektor formal, menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, dan

mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
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